
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1505, 2021 KPU. Tata Naskah Dinas. KPU. KPU Provinsi. KPU 

Kabupaten/Kota. Perubahan. 

 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  

2 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN/KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan tata naskah 

dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota yang efektif, efisien, dan akuntabel, 

perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis naskah 

dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

b. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap jenis  

naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 786); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 784); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS 

KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN/KOTA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 13 

Jenis Naskah Dinas penetapan terdiri atas: 

a. Keputusan KPU; dan 

b. Keputusan Sekretariat KPU. 

 

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 17 

Jenis Naskah Dinas penugasan terdiri atas: 

a. surat perintah; dan 

b. surat tugas. 

 

 

 

 

 



2021, No. 1505 -4- 

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 20 

(1) Surat tugas merupakan Naskah Dinas yang dibuat 

oleh pejabat yang berwenang kepada bawahan atau 

pejabat lain yang diberi tugas yang memuat apa 

yang harus dilakukan. 

(2) Surat tugas di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota ditandatangani oleh: 

a. Ketua KPU; 

b. Ketua KPU Provinsi; dan 

c. Ketua KPU Kabupaten/Kota. 

(3) Surat tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, 

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota ditandatangani oleh: 

a. Sekretaris Jenderal KPU; 

b. Deputi/Inspektur Utama;  

c. Kepala Biro/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat; 

d. Sekretaris KPU Provinsi; dan 

e. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. 

(4) Kepala Biro/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak 

berwenang menandatangani surat tugas untuk 

melaksanakan perjalanan dinas pada Sekretariat 

Jenderal KPU. 

(5) Surat tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas 

pada Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh 

Sekretaris Jenderal KPU dan Deputi/Inspektur 

Utama. 
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4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 24 

(1) Nota dinas merupakan salah satu bentuk sarana 

komunikasi resmi internal di lingkungan KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 

(2) Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di 

lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota  sesuai dengan tugas, wewenang, 

dan tanggung jawabnya. 

 

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 26 

(1) Penyusunan nota dinas pada Sekretariat Jenderal 

KPU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan 

b. penomoran nota dinas dilakukan dengan 

mencantumkan nomor nota dinas, kode 

klasifikasi arsip, kode jenis naskah dinas, kode 

Ketua KPU atau kode Sekretaris Jenderal KPU/ 

biro/inspektorat wilayah/pusat, dan tahun. 

(2) Penyusunan nota dinas pada Sekretariat KPU 

Provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan 

b. penomoran nota dinas dilakukan dengan 

mencantumkan nomor nota dinas, kode 

klasifikasi arsip, kode jenis naskah dinas, kode 

Ketua KPU Provinsi atau kode Sekretaris KPU 

Provinsi, kode wilayah, kode bagian, dan tahun. 

(3) Penyusunan nota dinas pada Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
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a. nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan 

b. penomoran nota dinas dilakukan dengan 

mencantumkan nomor nota dinas, kode 

klasifikasi arsip, kode jenis naskah dinas, kode 

Ketua KPU Kabupaten/Kota atau kode 

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, kode wilayah, 

kode sub bagian, dan tahun. 

 

6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 27 

(1) Memorandum merupakan Naskah Dinas internal 

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada 

pejabat di bawahnya untuk menyampaikan 

informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan 

suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, 

saran atau pendapat kedinasan. 

(2) Pejabat di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota yang berwenang menandatangani 

memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Ketua dan anggota KPU; 

b. Ketua dan anggota KPU Provinsi; 

c. Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; 

d. Sekretaris Jenderal KPU; 

e. Deputi/Inspektur Utama; 

f. Kepala Biro/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat; 

g. Sekretaris KPU Provinsi; dan 

h. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. 
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7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 29 

(1) Disposisi merupakan petunjuk tertulis singkat 

mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah 

Dinas masuk, ditulis secara jelas pada lembar 

disposisi. 

(2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hanya diberikan oleh pejabat kepada pejabat atau 

staf dengan jenjang jabatan di bawahnya. 

 

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 30 

(1) Surat dinas merupakan Naskah Dinas 

korespondensi eksternal mengenai penyampaian 

informasi kedinasan berupa pemberitahuan, 

pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah 

Dinas, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak 

eksternal. 

(2) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan dalam rangka korespondensi antara KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani surat 

dinas di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a. Ketua KPU; 

b. Ketua KPU Provinsi; dan 

c. Ketua KPU Kabupaten/Kota. 

(4) Pejabat yang berwenang menandatangani surat 

dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, 

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a. Sekretaris Jenderal KPU; 

b. Sekretaris KPU Provinsi; dan 
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c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. 

 

9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 32 

(1) Surat undangan merupakan surat yang memuat 

undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut 

pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara 

kedinasan tertentu antara lain dan tidak terbatas 

pada rapat, upacara, atau forum grup diskusi.  

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani surat 

undangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a. Ketua KPU; 

b. Ketua KPU Provinsi; dan 

c. Ketua KPU Kabupaten/Kota. 

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani surat 

undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, 

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a. Sekretaris Jenderal KPU; 

b. Deputi/Inspektur Utama; 

c. Kepala Biro/Inspektur Wilayah/Kepala Pusat; 

d. Sekretaris KPU Provinsi; dan 

e. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. 

(4) Deputi/Inspektur Utama dan Kepala Pusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan 

huruf c menandatangani Surat Undangan untuk 

internal Sekretariat Jenderal KPU sesuai tugas dan 

fungsinya atas nama Sekretaris Jenderal KPU 

dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal KPU. 

(5) Kepala Biro/Inspektur Wilayah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c menandatangani 

Surat Undangan untuk internal Sekretariat Jenderal 

KPU sesuai tugas dan fungsinya atas nama 
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Deputi/Inspektur Utama dengan tembusan kepada 

Sekretaris Jenderal KPU. 

 

10. Ketentuan Pasal 34 huruf a dan huruf k dihapus 

sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 34 

Naskah Dinas khusus terdiri atas: 

a. Dihapus. 

b. surat perjanjian; 

c. surat kuasa; 

d. berita acara; 

e. surat keterangan; 

f. surat pengantar; 

g. pengumuman; 

h. surat panggilan; 

i. rekomendasi; 

j. surat peringatan; 

k. Dihapus. 

l. laporan; 

m. telaah; dan 

n. notula. 

 

11. Paragraf 1 Bagian Ketiga BAB II dihapus. 

 

12. Pasal 35 dihapus. 

 

13. Pasal 36 dihapus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021, No. 1505 -10- 

14. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 37 

(1) Surat perjanjian merupakan Naskah Dinas yang 

berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal 

yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih 

untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan 

hukum yang telah disepakati bersama. 

(2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. perjanjian dalam negeri; dan 

b. perjanjian internasional. 

(3) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibuat dalam bentuk nota 

kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau bentuk 

lain. 

 

15. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) pasal, 

yakni Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 37A 

(1) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (3) merupakan Naskah Dinas yang 

berisi kesepakatan di antara pihak untuk berunding 

dalam rangka membuat perjanjian kerja sama di 

kemudian hari. 

(2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPU. 

 

Pasal 37B 

(1) Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota 

dapat diberi kewenangan membuat dan 

menandatangani nota kesepahaman sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37A ayat (1) dengan 

ketentuan: 
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a. telah mendapatkan persetujuan dari Ketua 

KPU; 

b. pihak yang dapat melakukan nota 

kesepahaman dengan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota, meliputi: 

1. instansi vertikal pemerintah pusat; 

2. Pemerintahan Daerah; 

3. Perguruan Tinggi yang terakreditasi; dan 

4. pihak lain yang terkait di bidang 

kepemiluan; dan 

c. ruang lingkup nota kesepahaman, meliputi: 

1. kegiatan sosialisasi kepemiluan; 

2. pendidikan pemilih; 

3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

Pemilu dan/atau Pemilihan; dan/atau 

4. kegiatan lain di bidang kepemiluan. 

(2) Pedoman pengajuan dan pemberian persetujuan 

pembuatan dan penandatanganan nota 

kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan KPU. 

 

Pasal 37C 

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (3) ditandatangani oleh: 

a. Ketua KPU; 

b. Ketua KPU Provinsi; 

c. Ketua KPU Kabupaten/Kota; 

d. Sekretaris Jenderal KPU; 

e. Sekretaris KPU Provinsi; dan 

f. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. 

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani surat 

perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat melimpahkan wewenang penandatanganan 

kepada pejabat terkait. 
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16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 38 

(1) Susunan dan bentuk nota kesepahaman dan 

perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (3) terdiri atas: 

a. kepala; 

b. batang tubuh; dan 

c. kaki. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan 

bentuk nota kesepahaman dan perjanjian kerja 

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 

 

17. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 38A 

(1) Perjanjian internasional merupakan perjanjian, 

dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam 

hukum internasional yang dibuat secara tertulis 

serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang 

hukum publik. 

(2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu negara 

atau lebih, organisasi internasional, atau subjek 

hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan 

dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan 

perjanjian tersebut dengan iktikad baik. 

 

18. Paragraf 11 Bagian Ketiga BAB II dihapus. 

 

19. Pasal 56 dihapus. 

 

20. Pasal 57 dihapus. 
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21. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 58 

(1) Laporan merupakan Naskah Dinas yang memuat 

pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan 

atau kejadian tertentu. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

dan ditandatangani oleh pejabat atau staf yang 

diberi tugas. 

 

22. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 60 

(1) Telaah merupakan bentuk uraian yang disampaikan 

oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat 

dan jelas mengenai suatu persoalan dengan 

memberikan jalan keluar/pemecahan yang 

disarankan. 

(2) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

dan ditandatangani oleh pejabat atau staf yang 

diberi tugas. 

 

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 62 

(1) Notula merupakan Naskah Dinas yang memuat 

pendapat dan/atau saran/masukan peserta rapat 

pleno KPU, KPU Provinsi Aceh, dan KPU 

Kabupaten/Kota, serta rapat pada Sekretariat 

Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan 

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terhadap materi 

yang dicantumkan dalam acara undangan rapat, 

yang diakhiri dengan kesimpulan rapat oleh 

pimpinan rapat. 
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(2) Notula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

dan ditandatangani oleh pejabat atau staf yang 

diberi tugas. 

 

24. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 71 

(1) Penomoran Naskah Dinas untuk Naskah Dinas 

pengaturan dan penetapan menggunakan angka 

arab dengan memuat unsur: 

a. nomor; dan 

b. tahun terbit. 

(2) Penomoran Naskah Dinas selain Naskah Dinas 

pengaturan, penetapan, dan korespondensi internal 

pada Sekretariat Jenderal KPU menggunakan angka 

arab dengan memuat unsur: 

a. nomor; 

b. kode klasifikasi arsip; 

c. kode jenis Naskah Dinas; 

d. kode biro/inspektorat wilayah/pusat; dan 

e. tahun. 

(3) Penomoran Naskah Dinas selain Naskah Dinas 

pengaturan, penetapan, dan  korespondensi internal 

pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota paling sedikit memuat: 

a. nomor; 

b. kode klasifikasi arsip; 

c. kode jenis Naskah Dinas; 

d. kode wilayah;  

e. kode bagian; 

f. kode sub bagian; dan 

g. tahun. 

(4) Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Komisi ini. 
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25. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 72 

Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan 

KPU. 

 

26. Ketentuan huruf a Pasal 137 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 137 

Prinsip pengendalian Naskah Dinas keluar meliputi: 

a. penomoran Naskah Dinas keluar difasilitasi oleh: 

1. biro yang menangani urusan umum pada KPU, 

untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh 

Ketua KPU dan Sekretaris Jenderal KPU;  

2. bagian yang menangani urusan umum pada 

KPU Provinsi, untuk Naskah Dinas yang 

ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi dan 

Sekretaris KPU Provinsi; dan 

3. subbagian yang menangani urusan umum pada 

KPU Kabupaten/Kota, untuk Naskah Dinas 

yang ditandatangani oleh Ketua KPU 

Kabupaten/Kota dan Sekretaris KPU 

Kabupaten/Kota; dan 

b. sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan 

terhadap kelengkapan Naskah Dinas yang meliputi: 

1. nomor Naskah Dinas; 

2. cap dinas; 

3. tanda tangan; 

4. alamat yang dituju; dan 

5. lampiran (jika ada). 
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27. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 145 

Pedoman teknis Naskah Dinas elektronik ditetapkan 

dengan Keputusan KPU. 

 

28. Lampiran Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Komisi ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ILHAM SAPUTRA 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 31 Desember 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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